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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis peran kejaksaan dalam
penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan Restorative Justice khususnya
Kejaksaan Negeri Lampung Barat. Pada 20 Oktober 2022 telah terjadi perkara
kelalaian yang menyebabkan kematian di Pekon Tugu Ratu, Kabupaten Lampung
Barat. Perkara ini diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Barat melalui
pendekatan Restorative Justice. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Peran
Kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan Restorative
Justice serta mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam penyelesaian
perkara pidana melalui pendekatan Restorative Justice. Dalam melakukan analisa
hukum, peneliti menggunakan teori peran dan teori restorative justice.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis
empiris dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara
langsung. Sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Pihak
yang menjadi narasumber yaitu Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat,
Polisi pada Kepolisian Resor Lampung Barat serta Dosen Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung. Metode pengumpulan data melalui studi
kepustakaan dan studi lapangan dengan pengolahan data melalui pengumpulan,
klasifikasi dan sistematisasi data. Analisis data yang digunakan adalah analisis
kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kejaksaan dalam penyelesaian perkara
pidana melalui pendekatan restorative justice salah satunya adalah peran faktual.
Peran Faktual tersebut telah dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Barat
yakni penerapan restorative justice dalam rangka penyelesaian perkara pidana telah
dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar contohnya adalah perkara kelalaian
yang menyebabkan kematian pada 20 Oktober di Pekon Tugu Ratu. Selain itu, dari
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hasil analisa menunjukkan bahwa kelima faktor yang mempengaruhi penegakan
hukum menurut Soerjono Soekanto tidak semuanya menghambat peran kejaksaan
dalam penyelesaian perkara pidana dengan penerapan restorative justice. Faktor
yang paling menghambat peran kejaksaan dalam penerapan restorative justice
adalah faktor kebudayaan. Karena Masyarakat di wilayah hukum Kejaksaan negeri
Lampung Barat menjunjung tinggi nilai piil pussanggiri, yakni pandangan hidup
masyarakat.

Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini yaitu pemberian pemahaman
kepada masyarakat mengenai konsep restorative justice guna meningkatkan
pengetahuan serta meyakinkan masyarakat mengenai penyelesaian perkara pidana
melalui pendekatan restorative justice serta dilakukan optimalisasi penyelesaian
perkara pidana melalui pendekatan restorative justice oleh pihak Kejaksaan Negeri
Lampung Barat.
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